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Pertambangan Migas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2070)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban
Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2430)

Undang-Undang nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan ((Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2831)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minjak dan Gas
Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prektek Monopoli dan Usaha Tidak
sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
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%\r%\akhgﬁﬁdang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4916)

Keputusan Presiden Nomor 476 Tahun 1961 Tentang Penetapan Peraturan-Peraturan yang
Berlaku terhadap Perusahaan-Perusahaan Minyak Asing Shell, Stanvac dan Caltex dalam
Waktu Peralihan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementrian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-20109.

G. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 perihal Perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI
Tahun 1945.

Putusan MK nomor perkara 002/PUU-1/2003 Pengujian Undang-Undang nomor 22 tahun
2001 tentang Minyak dan Gas terhadap UUD NRI tahun 1945,

Putusan MK nomor Perkara 20/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang nomor 22 tahun 2001
tentang Minyak dan Gas terhadap UUD NRI tahun 1945..

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-V111/2010 yang menguji Undang-Undang yang
menguji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Putusan MK Konstitus Nomor 71/PUU-1X/2011 yang menguji Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

Putusan MK nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang nomor 22 tahun 2001
tentang Minyak dan Gas terhadap UUD NRI tahun 1945



